MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONES A

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 291 /KMK.05/1997

TENTANG

KAWASAN BERIKAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa ddam rangka pdaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
K epabeanan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan
Berikat, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Tempat Penimbunan Berikat
berupa Kawasan Berikat dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpgakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3566);

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pgjak Penghasilan (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 60, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3567);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pgak Pertambahan Nila
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3568);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3638);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana
K epabeanan di Bidang Ekspor.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana
K epabeanan di Bidang Impor;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

KAWASAN BERIKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

Kawasan Berikat (KB) adadah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas- batas tertentu yang di
ddamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun,
perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan
bahan asd impor aau barang dan bahan dari ddam Daerah Pabean Indonesa lainnya (DPIL), yang
haslnya  terutama untuk tujuan ekspor;

Penydenggara Kawasan Berikat (PKB) addah perseroan terbatas, koperas  yang
berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasa, mengelola dan menyediakan sarana dan
prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang disdenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk
menyelenggarakan KB;

Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) addah perseroan terbatas atau koperas yang meakukan
kegiatan usaha pengolahan di KB;

Barang moda atau peradatan adalah barang yang dipergunakan oleh Penydenggara Kawasan Berikat
dalam rangka pembangunarvkonstruks KB dan perdatan atau perlengkapan yang diperlukan sepert
generaing s, air conditioner atau perdatan ligtrik lainnya;

Peralatan perkantoran adaah perdatan yang dibutuhkan untuk keperluan kantor Penyelenggara Kawasan
Berikat termasuk Penyelenggara KB merangkap Pengusaha di KB yang tidak akan habis dipaka seperti
komputer, mesin fotokopi, atau mesin fax;

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Kepaa Kantor adalah Kepala Kantor Direktorat Jendera Bea dan Cuka yang mengawas Kawasan
Berikat yang bersangkutan;

Pgabat Bea dan Cuka addah pegawal Direktorat Jendera Bea dan Cuka yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu;

Kantor addah Kantor Direktorat Jenderal Beadan Cukai tempat dipenuhinya kewsjiban pabean;

Pasal 2
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Penetapan suatu bangunan, tempat atau kawasan sebagal KB serta pemberian persetujuan PKB dilakukan
dengan Keputusan Presiden.

@

e

©)

(4)

@

)

Pasdl 3

Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagal PKB adaah perusahaan :

a. Dadam rangka Penanaman Modal Daam Negeri (PMDN);

b. Ddam rangka Penanaman Modd Asing (PMA), bak sebagian atau sduruh modd sahamnya
dimiliki oleh pesartaadng;

c. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);

d. Koperas yang berbentuk badan hukum; atau

e. Yayasan.

Untuk mendapatkan persetujuan PKB, perusshaan sebagaimana dimaeksud pada ayat (1) teah
mempunya kawasan yang berlokas di kawasan indudtri.

Ddam hd kawasan yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di ddam
daerah yang tidak mempunya kawasan industri, maka kawasan tersebut harus termasuk di daam
kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingket |1.

Ddam hd suatu perusshaan sebagamana dimaksud pada ayat (1) tdah memiliki industri sebelum
ditetapkannya keputusan ini, perusahaan industri yang bersangkutan dapat ditetgpkan menjadi PKB
yang merangkap sebagal PDKB.

Pasd 4

Permohonan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud pada Pasa 2, digjukan oleh pengusaha kepada
Presden RI medui Menteri setelah fisk bangunan berdiri dengan menggunakan contoh daam Lampiran
| keputusan ini, dengan melampirkan :

a. Fotokopi Surat Persetujuan Usaha, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Persetujuan
lainnya yang diperlukan dari Ingang teknis terkait;

b. Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperad, atau Y ayasan yang telah disahkan
oleh Pgabat yang berwenang;

c. Fotokopi bukti kepemilikan atau penguassan suatu bangunan, tempat, atau Kawasan yang
mempunyal batas-batas yang jelas (pagar pemisah);

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pgjak (PKP)
dan SPT Tahunan PPh Wgib Pgak Badan Tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib

menyerahkan SPT;

e. Peta lokas/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah
Dagerah setempat;

f. Berita Acara Pemeriksaan Lokas KB yang dibuat oleh Direktur Jendera atau Pgabat yang
ditunjuknya;

g Pendapat dari Direktur Jendera tentang dapat diberikannya persetujuan PKB.

Perusahaan yang akan menydenggarakan KB dapat menggukan permohonan persetujuan PKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum fisk bangunan berdiri dengan menggunakan contoh pada
Lampiran | Keputusan ini dengan melampirkan :
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Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instans
teknis terkait;

Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperad, atau Y ayasan yang telah disahkan
oleh Pgabat yang berwenang;

Fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan atau tempat yang mempunya batas-
batas yang jelas (pagar pemisah);

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pgjak (NPWP), penetapan sebagali Pengusaha Kena Pgjak (PKP)
dan SPT Tahunan PPh Wgjib Pgak Badan Tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wagib
menyerahkan SPT;

Rencana peta |okasi/tempat yang akan dijadikan KB;

Keterangan tertulis dari pemilik kawasan industri bahwa perusahaan tersebut berlokas di kawasan
industri yang bersangkutan beserta petalokas dan peta letak bangunan;

Pendapat dari Direktur Jendera tentang dapat diberikannya persetujuan PKB.

(3 KB yang penyelenggaraannya dilakukan olen PKB dapat diperuntukkan bagi satu perusahaan atau lebih
yang melakukan kegiatan industri pengolahan.

Pasal 5

(1) Pengusaha yang telah mendapatkan persetujuan PDKB atau persetujuan berusaha di Kawasan Berikat
dari PKB wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal melaui PKB dalam waktu 14 (empat belas)
hari sebelum memula kegiatannya, dan menggunakan Lampiran |1 keputusan ini dengan melampirkan :

a
b.

e.
f.

Bukti kepemilikan/penguasaan lokas perusahaan industri di KB dilampiri surat rekomendas PKB;

Fotokopi Surat Persetujuan Usaha Industri dan Persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instans
teknis terkait;

Fotokopi Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperas yang telah disahkan oleh Pegjabat
yang berwenang;

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha K ena Pgjak (PKP)
dan SPT Tahunan PPh Wgib Pgak Badan Tahun terakhir bagi Perusahaan yang sudah wajib
menyerahkan SPT;

Peta lokas/tempat yang akan dijadikan PDKB;

Saldo awal bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal dan pera atan pabrik.

(2) Direktur Jenderal memberitahukan kepada Kepala Kantor tentang PDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menggunakan contoh pada Lampiran 111 Keputusan ini.

Pasdl 6

(1) PKB berkewsgjiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

a

MKKB-96

Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor aas barang modal dan
perdatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruks dan peralatan perkantoran
KB.

Menye enggarakan pembukuan sesual dengan Standar Akuntans K euangan.

Memberikan persetujuan PDKB atau persetujuan berusaha kepada pengusaha yang melakukan
kegiatan usaha di KB yang dikdolanya

Memasang tanda nama perusahaan dan No./tanggd persetujuan PKB yang dimiliki ditempat yang
dapat dilihat umum dengan jeas.
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Melaporkan kepada K epala Kantor apabila terdapat PDKB yang tidak beroperas.

Menyimpan dan memelihara dengan balk pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen
yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pgabat Bea dan Cukai.

Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan KB apabila dilakukan Audit oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka dan/ataul Direktorat Jenderal Pajak.

(20 PKB dilaang memindahkan barang modd aau perdaan asd impor yang dipergunakan untuk
membangun konstruks serta perdatan perkantoran tanpa persetujuan Direktorat Jenderd Bea dan
Cukal.

Pasal 7

(1) PDKB berkewgjiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

Membuat pembukuan aau catatan serta menyimpan dokumen atas pemasukan, pemindahan dan
pengeluaran barang dan/atau bahan di KB.

Menye enggarakan pembukuan tentang pemasukan, pemindahan, dan pengeluaran barang dan/atau
bahan ke dan dari KB sesual dengan Standar Akuntans Keuangan.

Memberi kode untuk setigp jenis barang sesual dengan sistem pembukuan perusahaan secara
konssten.

Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen
yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pejabat Bea dan Cukal.

Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegialan KB gpabila dilakukan Audit oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.

Membuat dan mengirim laporan 3 (tiga) bulanan kepada Kepaa Kantor selambat-
lambatnyatanggd 10 bulan berikutnya tentang persediaan bahan baku, barang

daam proses dan barang jadi dengan menggunakan contoh pada Lampiran IV A,

IV B dan 1V C Keputusan ini.

(2) PDKB dilarang memindahkan barang modd aau perdatan pabrik asd impor yang berhubungan
langsung dengan kegiatan produks PDKB tanpa persetujuan Direktorat Jenderd Bea dan Cukal.

Pasdl 8

(1) PKB dan PDKB bertanggung jawab terhadap BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasa 22 Impor
yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari KB.

(2) PKB dan PDKB dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daam ha
barang yang adadi KB :

® oo o

MKKB-96

musnah tanpa senggja; dan/atau
diekspor; dan/atau

diekspor kembali ; dan/atau
diimpor untuk dipakai; dan/atau
dimasukkan ke KB lainnya.
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Pasal 9

Pemasukan barang impor berupa barang modd aau perdaan yang dipergunakan untuk
pembangunarvkonstruks, perluasan, penyelenggaraan kantor KB diberlakukan ketentuan tatalaksana

kepabeanan di bidang impor.

Pemasukan barang modd atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung ddam proses
produksi, barang dan/atau bahan ke KB dapat dilakukan dari :

Tempat Penimbunan Sementarg;

Gudang Berikat;

KB lannya;

PDKB ddam satu KB;

Produsen pengguna fasilitas Bapeksta K euangan;
Daerah Pabean IndonesiaLainnya (DPIL).

S0 Q0T

Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkena peraturan larangan impor tidak
diperbolehkan dimasukkan ke KB.

Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidek dilakukan pemeriksaan fisk
kecudi terdapat hasl intdijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan
dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderd.

Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan ketentuan tataniaga
di bidang impor

Pemasukan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempergunakan dokumen BC 2.3
yang dilampiri dengan B/L atau AWB, Invoice, Packing List dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 10

Pengduaran barang hasil olahan PDKB dapat dilakukan dengan tujuan :

Ekspor;

KB lannya;

PDKB ddam satu KB;

Entrepot Tujuan Pameran (ETP); atau
DPIL.

®op oo

Pengduaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan
PEB/PEBT (BC 3.0/BC 3.1) dan formulir BC 2.3 dan diberlakukan ketentuan tatal aksana kepabeanan
di bidang ekspor.

Pengduaran barang asal impor yang tidak diolah di KB dan akan diekspor kembdi dilakukan dengan
menggunakan PEBT dan formulir BC 2.3.

Pengeluaran barang hasil pengolahan dari KB ke KB lainnya untuk diolah Iebih lanjut dilakukan dengan
menggunakan formulir BC.2.3. dilampiri kontrak pembelian.

Pengdluaran barang hasil pengolahan dari PDKB ke PDKB lainnya ddam satu KB untuk diolah lebih
lanjut atau untuk pengepakan haesl produks, dilakukan dengan  menggunakan formulir BC 2.3.
dilampiri kontrak pembelian.
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Pengeluaran barang hasi| olahan dari PDKB ke ETP, dilakukan dengan  menggunakan BC 2.3.

Pengeluaran barang yang teah diolah olen PDKB dengan tujuan ke DPIL, dapat dilakukan dengan
menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB/BC 2.0) sesua tatalaksana kepabenan di bidang
impor, setelah ada redlisas ekspor dan/atau pengdluaran ke PDKB lainnya dalam jumlah sebanyak-
banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari nila redisas ekspor dan/atau pengduaran ke PDKB
lannya

Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) tidak dilakukan
pemeriksaan fisk kecudi terdgpat hasl intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan
yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderd.

Pasal 11

Pengeluaran barang dan/atau bahan dari KB, yang berkaitan dengan sebagian kegiatan pengolahan,
kecudi pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, sortas dan pengepakan, Yyang
disubkontrakkan kepada perusahaan industri yang berada di KB lainnya atau DPIL, dapat dilakukan
oleh PDKB.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir BC 2.3
dengan melampirkan perjanjian subkontrak yang bersangkutan.

Untuk subkontrak yang berkaitan dengan perusahaan di DPIL, pengeluaran barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisk dan dapat dilaksanakan setelah dipertaruhkan
jaminan yang dapat berupa jaminan tuna, jaminan bank, customs bond, dan Surat Sanggup Bayar
(SSB) bagi perusahaan yang tergolong dalam Daftar Putih sebagaimana dimaksud dalam pasa 18.

Pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disdesaikan seambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sgjak pengeluaran barang dan/atau bahan dari KB.

Pasdl 12

Mesin dan/atau perdatan pabrik yang akan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan subkontrak
sebagaimana dimaksud daam Pasd 11 dapat dipinjamkan oleh PDKB kepada PDKB lainnya atau
Subkontraktor di DPIL untuk jangka waktu paing lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang
untuk paling lama 2 (dua) kdi 12 (duabeas) bulan.

Atas pengdluaran mesin dan/atau perdatan pabrik sebagamana dimaksud pada ayat (1) yang
dipinjamkan kepada subkontrektor di DPIL dilakukan pemeriksaan fisk dan PDKB wagib
mempertaruhkan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasdl 11 ayat (3).

Pasal 13

Pengeluaran mesin dan/atau perdatan pabrik dari KB dengan tujuan untuk direparas di luar negeri
dapat dilaksanakan dengan menggunakan PEBT dan formulir BC 2.3.

Ddam hd reparas sebaga mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di DPIL dapat dilaksanakan dengan
menggunakan formulir BC 2.3 dengan mempertaruhkan jaminan sebagaimana dimaksud ddam Pasd
11 ayat (3) dan dilakukan pemeriksaan fisk.
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(3) Medn davatau perdatan yang direparas sebagaimana dimaksud pada (1) harus dimasukkan kembali
ke ddam KB sdambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sgak pengeluaran mesin dan/atau perdatan
dari KB.

Pasal 14

Terhadap impor barang, pemasukan Barang Kena Pgak (BKP), pengiriman hasil produks, pengeluaran
barang, penyerahan kembdi BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cuka (BKC) ke dan/atau
dari KB diberikan faslitas sebagai berikut :

a. Atasimpor barang modal atau peralatan dan perdatan perkantoran yang semata mata dipaka oleh PKB
termasuk PKB merangkap sebagal PDKB diberikan penangguhan Bea masuk (BM), tidak dipungut
Pgjak Pertambahan Nila (PPN), Pgak Penjudan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pgak Penghasilan
(PPh) Pasal 22 Impor.

b. Atas impor barang modad dan perdatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produks
PDKB yang semata-mata dipakal di PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM
dan PPh Pasal 22 Impor.

c. Atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM, pembebasan
Cukail, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasa 22 Impor.

d. Ataspemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah Iebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

e. Atas pengiriman barang hasl produks PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut
PPN dan PPnBM.

f. Atas pengduaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan indusdtri di DPIL atau PDKB lainnya
daam rangka subkontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

g. Atas penyerahan kembdi BKP hasl pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pgak di DPIL atau
PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pgjak PDKB asd, tidak dipungut PPN dan PPnBM.

h. Atas peminjaman mesn dan/atau perdatan pabrik daam rangka subkontrak dari PDKB kepada
perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembdiannya ke PDKB asd, tidak dipungut
PPN dan PPnBM.

i. Ataspemasukan BKC dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan pembebasan Cukai.

j. Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah
lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpgakan yang sama dengan perlakuan terhadap barang

yang diekspor.
k. Pengduaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau

penangguhan BM, Cuka dan Pgak ddam rangka impor, diberikan pembebasan BM, pembebasan
Cukal, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor

Pasal 15

Mesin dan/atau peraatan pabrik yang dipergunakan dalam kegiatan produks di PDKB dapat diganti dengan
ketentuan bahwa mesin dan/atau perdatan yang diganti tersebut :
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diekspor kembdi; dan/atau

dipindahtangankan kepada PDKB lain; dan/atau

dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasa 22 Impor berdasarkan
hargatranssks  sepanjang telah memenuhi tatal aksana kepabeanan di bidang impor; dan/atau
dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jendera Bea dan Cukal.

Pasal 16

Barang-barang asd impor berupa makanan dan/atau minuman yang dimaksudkan untuk dikonsums di daam
KB atau barang impor lainnya sddain dimaksud pada pasa 14 wgjib dilunas BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan
PPh Pasal 22 Impor sesual tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan cuka di Kantor Pabean sebelum
dimasukkan ke ddam KB.

@

)
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e
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Pasal 17

Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM
dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang
memperoleh faslitas pembebasan atau penangguhan BM, cukal, dan pgjak dalam rangka impor.

Dasar perhitungan pungutan negara sebagamana dimaksud pada ayat (1) adaah sebagal berikut:

a BM berdasarkan tarif bahan baku dengan pembebanan yang berlaku pada saat impor untuk
dipaka dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke KB;

b. Cuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan cuka yang berlaku ;

c. PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 berdasarkan harga penyerahan.

Pemeriksaan pabean di KB dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Beadan Cukal.

Pasal 18

PDKB dapat dimasukkan di dalam Daftar Putih sebagamana dimaksud ddam Pasd 11 ayat (3)
gpabilatdah memenuhi persyaratan :

a  Sdamal2 (duabeas) bulan berturut-turut tidak pernah melakukan pelanggaran;
b. Sdaumemenuhi kewgjiban pabean dan perpgakan dengan baik dan tepat waktu;
c. Hasl post audit menunjukkan profil perusahaan bak.

Daftar Putih dapat diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri berdasarkan permohonan PDKB
yang bersangkutan.

PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Daftar Putih gpabila di kemudian
hari ternyata telah melakukan pelanggaran salah satu dari persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 19

Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan
dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan,
dan dokumen KB yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KB dan
pemindahan barang di dalam KB, serta pencacahan sediaan barang.
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Berdasarkan has| audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan selish kurang jumlah dan/atau
jenis barang atau ditemui adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, PKB dar/atau
PDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cuka, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor yang
terutang dan sanks administras berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara yang
terutang.

Apabila hasl pemeriksaan sebagamana dimaksud ddam ayat (1) kedgpatan sdish lebih jumlah
dar/atau jenis barang maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesual ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Ddam hd hasl audit kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderd menunjukkan adanya
pelanggaran atas ketentuan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian hak keuangan negara, Menteri
dapat membekukan persetujuan PKB atas saran Direktur Jenderd.

Pembekuan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga daam hal
PKB tersebut :

a. Beradaddam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya; atau
b. Menunjukkan ketidakmampuan dalam penye enggaraan KB.

Pembekuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan
bilamana PKB :

a. tidak dgpat melunas utangnya daam jangka waktu yang ditetapkan; atau
b. tidak mampu lagi mengusahakan KB.

Persetujuan PKB yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali
bilamana PKB :

a tdah mdunas utangnya aau
b. tdah mampu kembdi mengusahakan KB.

Persetujuan PKB dicabut daam hdl :

a. ddam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan, sama
sekdi tidak melakukan kegiatan,

Persetujuan usahaindugtri sudah tidak berlaku lagi;

dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;

bertindak tidak jujur dalam usahanya;

setelah proses pembekuan, tidak melaksanakan kewsgjiban yang diharuskan;

atas permohonan sendiri.

0 Q0o

Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Presiden RI.

Barang modd aau perdatan dan/atau perdatan perkantoran yang menjadi milik PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), ddam waktu 30 hari sgak tanggal pencabutan persetujuan harus:
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b.
C.

d.

diekspor kembali;

dipindahtangankan kepada PKB lain;

dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang
telah memenuhi tatal aksana kepabeanan di bidang impor dan cukai; atau

dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderad Beadan Cukai.

(80 Ddam hd jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi oleh PKB, barang yang
bersangkutan dinyatakan sebagal barang tidak dikuasai.

Pasal 21

(1) Persetyjuan PDKB dapat dicabut gpabila:

0 Q0o

daam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan, sama
sekdli tidak melakukan kegiatan usahaindustri untuk tujuan ekspor;

persetujuan usaha industri sudah tidak berlaku lagi;

dinyatakan pailit oleh pengadilan;

bertindak tidak jujur dalam usahanya;
persetujuan PDKB dicabut;

atas permohonan sendiri.

(2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PKB atas perintah Direktur
Jenderd atas nama Menteri.

(3) Barang modd atau peralatan untuk pembangunarvkonsiruks dan/atau barang dan/atau bahan milik
PDKB sebagamana dimaksud pada ayat (1), ddam waktu 30 hari sgak tangga pencabutan

persetujuan harus :

a  diekspor kembdli;

b.  dipindahtangankan kepada PDKB lain;

c.  dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasa 22 Impor sepanjang
telah memenuhi tatal aksana kepabeanan di bidang impor; atau

d.  dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukal.

(4) Ddam hd jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh PDKB, barang yang
bersangkutan dinyatakan sebagal barang tidak dikuasai.

Pasal 22

Atas barang dan/atau bahan yang berada di PDKB yang rusak atau busuk, PDKB wajib :

a mengekspor kembali; dan/atau
b. memusnahkan di bawah pengawasan Kepaa Kantor.
c.  dimasukan untuk dipaka berdasarkan harga penyerahan.

Pasal 23

Barang sisa dan/atau potongan dari PDKB dapat :
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dikeluarkan ke DPIL dengan melunas BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor sepanjang

tdah memenuhi ketentuan tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan cuka dengan menggunakan

pemberitahuan pabean; dar/atau
dimusnahkan di bawah pengawasan Pegjabat Beadan Cukai yang mengawas KB yang bersangkutan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderd.

@

e

@

)

Pasal 25

Dengan berlakunya keputusan ini, semua keputusan Menteri dan peraturan pelaksanaannya yang
berkaitan dengan KB dan Entrepot Produks untuk Tujuan Ekspor (EPTE) yang bertentangan dengan
keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semua urusan kepabeanan di KB dan EPTE yang belum dapat disdesaikan, untuk penyeesaiannya
tetap berlaku aturan yang lama sampai dengan 1 April 1997.

Pasal 26

Perusahaan yang mempunya kegiatan usaha pergudangan di KB sebelum berlakunya keputusan ini,
dapat meaksanakan usahanya sebagal gudang berikat sebagamana dimaksud ddam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.05/1996 dadam jangka waktu yang akan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan Entrepot Produks Tujuan Ekspor (EPTE) yang telah
digukan sebelum ditetapkannya keputusan ini kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderd Bea
dan Cukal, disdesaikan berdasarkan ketentuan yang lama dan persetujuan EPTE yang akan ditetapkan
menjadi penetapan PKB merangkap PDKB  sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini.

Pasal 27

K etentuan yang ada daam keputusan ini tidak berlaku untuk Kawasan Berikat Batam.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku padatangga 1 April 1997.

Agar sdtigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia

Ditetepkan di : Jak arta
Padatanggd :

MENTERI KEUANGAN

MAR'IE MUHAMMAD
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Lampiran |
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor :

Tanggd

KOP PERUSAHAAN

Nomor Tangod.....
Sfat
Lampiran
Ha : Permohonan Persstujuan  Penyelenggara
Kawasan Berikat (PKB)/ PKB
merangkap Pengusaha di Kawasan
Berikat (PDKB) di sebagian/
sdluruh wilayah KB*)
Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
medui Menteri Keuangan Rl
Jakarta
1. Memperhatikan Keputussn Menteri Keuangan Republik Indonesia No.....tanggd .......... tentang

Kawasan Berikat, dengan hormat kami mengaj ukan permohonan persetujuan Penyelenggara Kawasan
Berikat (PKB)/ PKB merangkap PDKB di sebagian/sduruh wilayah KB *).

2. Sebaga bahan pertimbangan terlampir disampaikan sau berkas dokumen untuk meengkapi
permohonan terdiri dari :

a
b.

C.

Foto copy surat persetujuan usaha dan persetujuan lain yang diperlukan dari instans teknis terkait;
Foto copy akte pendirian perusahaan, koperas atau yayasan yang telah disahkan oleh Pejabat
yang berwenang;

Foto copy bukti kepemilikan aau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang
mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);

Foto copy NPWP dan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pgjak (PKP) serta foto copy SPT
Tahunan PPh Wgjib Pgak Badan tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wagjib meyerahkan
SPT;

Peta lokas/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah
Dagerah setempat;

AndisaMengena Dampak Lingkungan;

Berita Acara Pemeriksaan Lokas yang dibuat oleh Kepaa Kantor.

Demikian permohonan yang kami gukan dengan hargpan kiranya dapat diperoleh keputusan setentangnya.

PEMOHON

metera

*) Coret yang tidak perlu
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Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor :

Tanggdl

KOP PERUSAHAAN

Nomor X Tangod.....

Sfat
Lampiran
Hd

Yth.

Pemberitahuan pemberian persetujuan PDKB

Bapak Menteri Keuangan
u.p. Direktur Jendera Beadan Cukal
J. Jendera A. Yani Kotak Pos No.108

Jakarta

1. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No...... tanggd .......... tentang
Kawasan Berikat, dengan hormat kami memberitahukan bahwa kami telah mendapatkan persetujuan
sebagal PDKB atau persetujuan berusaha di Kawasan Berikat dari PKB ............... yang berlokas di

1. Sebaga kelengkapan pemberitahuan ini dilampirkan :

Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan perusahaan industri di Kawasan Berikat dilampiri surat
rekomendas PKB;

b. Foto copy Persetuj uan Usaha Indudtri dan persetujuan lain yang diperlukan dari indang teknis
terkait;

c. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas (PT) atau koperas yang telah disahkan oleh Pegjabat
yang berwenang;

d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pgak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pgak
(PKP) sertafoto copy SPT Tahunan PPh W4jib Pgjak Badan tahun terakhir ;

e. Petalokasi/tempat dan tataletak pabrik yang akan dijadikan PDKB;

f.  Saldo bahan baku, bahan baku dalam proses, barang jadi, barang moda dan peraatan pabrik.

Demikian pemberitahuan digukan untuk dimakiumi.

Rimpinan,

Tembusan :

grwdpE
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Kepala Kantor Wilayah .......... :
Kepala Kantor Pabean ......... X
KepaIaKantor Pelayan Pgjak ....... ;
PKB .......... X



Lampiran [l
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor :

Tanggdl

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderd A. Yan Telepon : 4890308
Jakarta - 13230 Faksimili : 4890871
Kotak Pos 108 Jakarta- 10002

Nomor X Tanggd..........

Sfat

Lampiran

Ha : Pemberitahuan beroperasinya

PDKB atas nama.............
di KB ..............
Yth.
KepalaKantor .......
G
Menunjuk pemberitahuan PDKB atas nama .................... \\[o tanggd ............ periha
persetujuan PDKB di KB ................ , dengan ini diberitahukan bahwa :

1. PDKB aas nama.............. NPWP ... telah mendapatkan persetujuan dari PKB ............ di
Kawasan Beikat yang berlokas di ... dengan luas........ dan hasl produksinya
berupa..................

2. Guna pengamanan hak keuangan negara, Saudara berkewgjiban mengadakan pembinaan terhadap
PDKB tersebut butir 1 agar yang bersangkutan :

a Memauhi sduruh peraturan perundang-undangan dibidang Pabean, Cukai, Perpgakan dan
ketentuan lain yang berlaku;

b. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang dan/atau bahan ke dan
dari Kawasan Berikat dan menyediakan/memperlinatkan buku-buku yang diperlukan untuk
pemeriksaan;

c. Meéeaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hd terjadi perubahan luas lokasi
PDK B atau penambahan jenis hasil produksi.

3. Sebaga acuan bersama ini dilampirkan pemberitahuan PDKB atas nama yang bersangkutan berikut
lampirannya.

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara.
an. Menteri Keuangan RI
Direktur Jendera
NIP. .......

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI;

2. KepdaKantor Wilayah .......... X

3.  KepaaKantor Pabean ......... ;

4. KepdaKantor Pelayan Pgjak ....... ;

5. PDKB atasnama.......... X
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Lampiran IV A
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor :

Tanggdl

LAPORAN PERSEDIAAN BARANG DAN/ATAU BAHAN
(Periode 3 Bulan)

Nomor

Nama PD K B

Alamat :

PeriodePelaporan : Tdl ........ sd. tdl......... tahun........

No. Jenis Kode | Persediaan | Pemasukan | Jumlah | Pengeluaran | Persediaan
Urut | Barang | Barang Awal (3 bulan) (4+5) (3 bulan) Akhir Ket.
67
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total

Kami Bertanggung jawab atas
Kebenaran Laporan ini
...................... Tl e
Pengusaha di
Kawasan Berikat
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Lampiran IV B
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor :

Tanggdl

LAPORAN PEMAKAIAN BARANG DAN/ATAU BAHAN DALAM PROSES
(Periode 3 Bulan)

Nomor

Nama PDK B

Alamat :

PeriodePelaporan : Tdl ........ sd. tgl........ tahun..........

No. Jenis Kode | Persediaan | Pemasukan | Jumlah | Pengeluaran | Persediaan
Urut | Barang | Barang Awal (3 bulan) (4+5) (3 bulan) Akhir Ket.
(Cl))
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total

Kami Bertanggung jawab atas
Kebenaran Laporan ini
...................... Tl e
Pengusaha di
Kawasan Berikat
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Lampiran 1V C
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor :

Tanggdl

LAPORAN PERSEDIAAN BARANG JADI
(Periode 3 Bulan)

Nomor

Nama PDK B

Alamat :

PeriodePelaporan : Tdl ........ sd. tgl........ tahun..........

No. Jenis Kode | Persediaan | Pemasukan | Jumlah | Pengeluaran | Persediaan
Urut | Barang | Barang awal (3 bulan) (4+5) (3 bulan) Akhir Ket.
(Cl))
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total

Kami Bertanggung jawab atas
Kebenaran Laporan ini
...................... Tl e
Pengusaha di
Kawasan Berikat
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Mr. John isa Doctor. He livesin asmad village near surburd East of England
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